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PERATURA]I GUBERIIUR SUMATERA UTARA
iloMOR 7 fAHUN 2009

TEI{TANG

PETUITUK TEKNTS PEI.AKSANAAA KEGIATAN AT{GGAR,AN PEI{DAPATAN
DAN BEIAHJA DAERAH PR,OWil T SU}IATERA UTARA TAHUN A]{GGARAH 2OO9

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR. SUMATERA UTAR&

: a, bahwa Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran

2009 telah ditetiapkan dengan Peraturan Daerah Provirni Sumatera

Utara Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A09, (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 20t)9 Nomor 1 );

b. bahwa untuk menlngkatkan teftib adminisFasl dan memperlancar

slstem Pengelotaan Keuangan Daerah, diatur dalam Petunjuk TekniF

Pelaksanaan Kegiatan APtsD;

c. bahwa berdasartan peftimbangan sebagaimana dimaKud huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubcrnur tentan$i

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provlnsl Sumatera LJtara Tahun Anggaran 20CF;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nornor 24 Tahun 1956 tentang Pembentulcn

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan

pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesla Nornor 1103) Jo. Peraturan Pemerlntah Nomor 21

Tahun 1950 tentang Pembenhrkan Daerah Propinsi (Lembaran

Negara Republlk Indonesla Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;



3. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 7s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s51) ;

4. undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Repubiik Indonesia Negara Nomor a2g6) ;

5. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. UndanyUndang Nomor 10 Tahun zO04. tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20M No L04, Tambahan Lembar.an Negara Republik

Indonesia Nomor 442L)i

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I25,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 3955) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3956) ;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan pernbinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor L04 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
a02L);

14. Perafuran Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan

dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam pelaksanaan

DekonsenFasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor zo3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4AB);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

16. Perafuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesla Nomor 4737)i

17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan tsarangpasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor L20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

200.7;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.02/29A3 Entang

Harga $atuan Umum Tahun Anggaran 2004.

19. peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

i'erloman Pengeioiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7;

20. Fqraturan Menteri Keuangan ltlomor 961PMK.0212006 tentang

l-itandar Biaya Tahun Anggaran 2AA7;

2]. i'o"raturan Daerah Nomor 7 Tahun ?008 tentang Organisasi dan Tata

"" 
r'r';a Sekretariat Daerah dan Sekr-*:tariat Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daeralr Provlnsi

Sumatera tftara Tahun 20[t8 Nomor 7, Tanrhahan l.embaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);



Menetapkan

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 200g tentang organisasi dan Tata
Kerja Dinas - Dinas Daerah provinsi sumatera utara (Lembaran

Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 200g Nomor g, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Nomor. g);

23, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi sumatera utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun 200g Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsisumatera Utara Nomor 9);
24. Perafuran Daerah Nomor I Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 1 )

MEMUTUSKAN

PERAruRAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEI.AI(SANMN

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OO9

Pasal 1

(1) Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam

pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009.

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2)

Peraturan ini adalah nterupakan Pedoman bagi setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara"

Pasal 4

flal - hal yang bdwn datr dalam Peraturan lnl akan diaftr lebih lanjut

dengan Kepub.rsan Gubemur Sumatera Uhra.



Fasat S

Dengan bei'lakunya Feraturan Gubemur ini, maka Feraturan Gubemur
sumatera utara Nomor I Tahun z00g tentang petunjuk reknis
Pelaksanaan Kegiaun ApgD TA. z0@ dinyatakan tietak bertaku tagi.

Pasal 6

Peraturran Gubemur inl mulai berlaku pada tanggaldiunelangkan,

Agar setiap or.ang mengetahuinya, memerinahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi SumaGi.a Utara.

DiEtapkan cli Meelan

pacia tanggal 13 Pebruari 2009

GUBERT{UR SUTiATERA UTARA,

dto

SYIUSUL ARIFIT{

Diundangkan di Medan

pada tanggal 19 Pebruaci 2oog

EERTNA DAERAH PROVINSI SUHATERA UTARA TAHUI{ IOO9 T{OTIIOR 7


